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ABSTRAK  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang; bahwa 
berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, 
Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; bahwa berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 
Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5679);  
 

CATATAN   :   - Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

    - Lampiran 40 Halaman. 

 

 


